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   P E N E T A P A N  

Nomor  -/Pdt.P/2018/PA.Srl 

  

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN yang memeriksa dan 

mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan 

majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah 

yang diajukan oleh: 

PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, 

pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten 

Sarolangun; 

 Sebagai Pemohon I; 

PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat 

tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai Pemohon 

II;  

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di 

persidangan. 

DUDUK PERKARA 

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 

2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun 

dalam Register Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl, tanggal 07 Mei 2018, telah 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa, pada tanggal 07 Juli 2002, Pemohon I dan Pemohon II 

menikah di Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten 

Sarolangun, Propinsi Jambi dengan mas kawin seperangkat alat 

sholat. Adapun yang menikahkan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah 

Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi yang 

bernama PPPN dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II 

yang bernama Wali Nikah, serta 2 orang saksi, masing-masing 

bernama Saksi I Nikah dan Saksi II Nikah;  

2. Bahwa, setelah pernikahan dilangsungkan Pemohon I dengan 

Pemohon II sudah berusaha mengurus surat akta nikah, namun tidak 

bisa diterbitkan yang dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan 

Pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama; 

3.  Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan 

perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan saat 

dilaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II 

Perawan; 

4.  Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II 

telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama: 

  1. ANAK I, umur 13 tahun; 

  2. ANAK II, umur 12 tahun; 

 3.  ANAK III, umur 3 tahun;  

5. Bahwa, keperluan penetapan istbat nikah ini adalah agar pernikahan 

Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatat di dalam register Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Propinsi 

Jambi; 

6 . Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang 

timbul akibat perkara ini; 
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 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II 

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun Cq. Majelis Hakim 

yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk: 

Primair: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan 

Pemohon II (PEMOHON II) yang  dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 

2002, di Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, 

Propinsi Jambi; 

3. Membebankan pembayaran biaya perkara ini sesuai ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku; 

Subsidair: 

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon, penetapan yang seadil-

adilnya. 

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon 

hadir sendiri ke persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan  para 

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para 

Pemohon;  

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para 

Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : 

- Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I yang aslinya 

dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Sarolangun, Nomor 150-, tanggal 10 April 2018, telah 

di-nazzegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi 

tanda P; 

Bahwa, disamping bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan 

saksi-saksi sebagai berikut: 
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1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Penegah, 04 Oktober 1977 (umur 40 

tahun), agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SD, pendidikan S1, 

tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun; 

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di 

bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut : 

▪ Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon sejak bujang dan gadis;  

▪ Bahwa, Para Pemohon adalah benar suami istri karena saksi hadir 

dalam pernikahan mereka; 

▪ Bahwa, Para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II 

pada tanggal 07 Juli 2002; 

▪ Bahwa, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang 

bernama Wali Nikah;  

▪ Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah 

Saksi I Nikah dan Saksi II Nikah dan yang menikahkan adalah 

petugas P3NTR Kecamatan Pelawan yang bernama PPPN;  

▪ Bahwa, mahar pernikahan Para Pemohon adalah seperangkat alat 

sholat;  

▪ Bahwa ketika menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan 

Pemohon II adalah perawan;  

▪ Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan 

sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan 

larangan pernikahan;  

▪ Bahwa, selama pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai tiga 

orang anak yaitu: 1. ANAK I, umur 13 tahun, 2. ANAK II, umur 12 

tahun, 3. ANAK III, umur 3 tahun;  

▪ Bahwa, selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai 

dan tidak pernah murtad; 
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▪ Bahwa, selama Para Pemohon membina rumah tangga, tidak ada 

pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;  

▪ Bahwa, selama Para Pemohon membina rumah tangga, tidak 

pernah bercerai;  

▪ Bahwa, selama pernikahan sampai dengan sekarang Para 

Pemohon tetap beragama Islam;  

▪ Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tidak pernah menerima 

kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pelawan, Kabupaten 

Sarolangun;  

▪ Bahwa sepengetahuan saksi, maksud para Pemohon mengajukan 

permohonan pengesahan nikah adalah sebagai alas hukum untuk 

pernerbitan Buku Akta Nikah. 

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Sarolangun, 28 Mei 1967 (umur 51 

tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat 

kediaman di, Kabupaten Sarolangun; 

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di 

bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut : 

▪ Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah 

sepupu Pemohon I; 

▪ Bahwa, benar Para Pemohon adalah suami istri; 

▪ Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon yang 

dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pelawan, 

Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, wali nikahnya adalah 

ayah kandung Pemohon II;  

▪ Bahwa, yang menjadi saksi nikah pernikahan Para Pemohon 

adalah Saksi I Nikah dan Saksi II Nikah;  

Disclaimer
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▪ Bahwa, mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 

berupa seperangkat alat sholat;  

▪ Bahwa ketika menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan 

Pemohon II adalah perawan;  

▪ Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan 

sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan 

larangan pernikahan;  

▪ Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai tiga 

orang anak;  

▪ Bahwa, selama Para Pemohon I dan Pemohon II membina rumah 

tangga, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan 

Pemohon I dan Pemohon II;  

▪ Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah 

tangga, tidak pernah bercerai;  

▪ Bahwa, selama pernikahan sampai dengan sekarang Para 

Pemohon tetap beragama Islam;  

▪ Bahwa, setelah menikah, Para Pemohon tidak pernah menerima 

kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pelawan;  

▪ Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Para Pemohon mengajukan 

permohonan pengesahan nikah sebagai alas hukum untuk 

penerbitan Buku Akta Nikah. 

Bahwa, Para Pemohon mencukupkan semua keterangan saki-saksi 

tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, 

serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada 

pendiriannya dan mohon penetapan; 
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Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk 

segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini. 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para 

Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, 

Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kompetensi Pengadilan 

Agama Sarolangun dalam mengadili perkara a quo, baik kompetensi 

absolut maupun kompetensi relatif; 

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan bahwa para 

Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan 

agama Islam dan perkara ini adalah perkara voluntair (ex parted), maka 

quod est Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

Pengadilan Agama Sarolangun memiliki kompetensi absolut untuk 

mengadili perkara a quo; 

Menimbang, bahwa mengenai legal standing para pihak dalam 

perkara ini, Majelis berpendapat, oleh karena perkara ini merupakan 

perkara voluntair (ex parted), sementara para Pemohon mendalilkan 

bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang 

telah menikah secara Islam pada tanggal 07 Juli 2002, namun secara 

administrasi para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai 

bukti sah pernikahan para Pemohon, maka quod est Pasal 7 ayat (4) 

Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki legal standing untuk 

mengajukan perkara a quo. Sedangkan kebenaran dalil tersebut akan 

Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara selanjutnya;  
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Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, 

pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah 

menikah  secara Islam pada tanggal 07 Juli 2002 di Desa Pelawan, 

Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun. Dalam pernikahan tersebut 

yang menjadi wali nikah adalah wali nasab (ayah kandung Pemohon II) 

bernama Wali Nikah, dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing 

bernama Saksi I Nikah dan Saksi II Nikah, dengan mahar berupa 

seperangkat alat sholat di hadapan P3NTR bernama PPPN. Namun pada 

saat menikah para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah 

sampai sekarang;  

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para 

Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P, yang telah 

dinazzegellen dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut adalah akta 

autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu 

bukti tersebut patut untuk diterima sebagai bukti yang mengikat dan 

sempurna (bindent dan volledig);  

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan 

pengesahan nikah, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua 

orang saksi, yang selanjutnya akan Majelis pertimbangkan sebagai 

berikut; 

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon adalah bibi 

Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menyampaikan keterangan di 

hadapan persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan 

Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah secara syariat Islam 

pada tanggal 07 Juli 2002, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II 

yang bernama Wali Nikah, disaksikan dua orang saksi, yakni Saksi I Nikah 

dan Saksi II Nikah. Mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II 

adalah seperangkat alat sholat, ketika menikah, status Pemohon I adalah 

jejaka dan Pemohon II adalah perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Penetapan Nomor -/Pdt.P/2018/PA.Srl  hal. 9 dari 14 hal. 

 

 

mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan. Setelah menikah, para 

Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan 

Pelawan;  

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon adalah sepupu 

Pemohon I, di bawah sumpahnya telah menyampaikan keterangan di 

hadapan persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan 

Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 07 Juli 

2002 di Desa Pelawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang 

bernama Wali Nikah, disaksikan dua orang saksi, yakni Saksi I Nikah dan 

Saksi II Nikah, mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 

seperangkat alat sholat, ketika menikah, status Pemohon I adalah jejaka 

dan Pemohon II adalah perawan, para Pemohon tidak ada hubungan 

darah dan tidak sepersusuan. Setelah menikah, para Pemohon tidak 

pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pelawan; 

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon 

telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang didasarkan 

pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, dimana 

keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain 

dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan 

hal tersebut Majelis menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat 

formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 

309 R.Bg. Jo. 1907 KUH Perdata, sehingga keterangan kedua orang saksi 

tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi 

tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon I dan 

Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 bulan Juli tahun 2002 di Desa 

Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, dengan wali nikah 

ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, disaksikan oleh 

Saksi I Nikah dan Saksi II Nikah, dengan mahar pernikahan berupa 
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seperangkat alat sholat, ketika menikah, status Pemohon I adalah jejaka 

dan Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II 

tidak terdapat hubungan sedarah maupun sesusuan, setelah menikah, 

para Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari KUA 

Kecamatan Pelawan; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab 

masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum 

yang telah ditemukan dalam persidangan, dengan pertimbangan sebagai 

berikut; 

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 1 

berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka petitum tersebut akan Majelis 

jawab setelah Majelis mempertimbangkan petitum selanjutnya; 

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 

2, Majelis mengemukakan pertimbangan sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa alasan permohonan para Pemohon 

mengajukan penetapan pengesahan nikah sejalan dengan ketentuan 

Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam, maka dalam 

mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon 

II, Majelis berpedoman kepada Pasal 6, 7, 8, dan 9 Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14, 15, 16, 20, 24, 25, 

28, dan 39 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa selain berpedoman terhadap ketentuan 

perundang-undangan tersebut di atas, Majelis juga mengemukakan 

sebuah doktrin fiqh yang terdapat dalam kitab I’anatuth Thalibin, Juz  IV, 

hal 254, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yakni 

sebagai berikut : 

 وفي الدعوى بنكاح علي امرة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول
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Artinya :   Sebagai  syarat  sahnya  pengakuan  adanya  perkawinan  

adalah  dapat menyebutkan syarat-syarat perkawinan seperti 

adanya wali dan dua orang saksi. 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah 

dikemukakan di atas, telah nyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II 

adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada 

tanggal 07 Juli 2002 di Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten 

Sarolangun, sesuai dengan tata cara pernikahan dalam hukum Islam, 

memenuhi syarat dan rukun pernikahan, serta tidak pula bertentangan 

dengan persyaratan perkawinan yang dimuat di dalam Undang-Undang 

Perkawinan, quod est Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan Jo. Pasal 14, 15, 16, 20, 24, 25, dan 28, Kompilasi 

Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah 

dikemukakan di atas, Majelis juga tidak menemukan adanya unsur-unsur 

yang menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon, baik berdasarkan 

ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi 

Hukum Islam, quod est Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, dan 

doktrin fiqh tentang pernikahan dalam Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 

maka menjawab petitum permohonan para Pemohon poin 2, oleh karena 

permohonan para Pemohon beralasan hukum, quod est Pasal 7 ayat (3) 

huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan poin 2 dapat 

dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I 

(PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan 

pada tanggal 07 Juli 2002 di Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, 

Kabupaten Sarolangun; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf (c) 

Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 54 tahun 1999, Kecamatan Pelawan, tempat perkawinan Pemohon 

I dan Pemohon II dilangsungkan, pada saat ini termasuk wilayah 

Kabupaten Sarolangun;  

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan poin 2 telah 

dikabulkan, maka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam, untuk ketertiban administrasi pernikahan di wilayah hukum 

Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan para Pemohon 

dilangsungkan, maka secara ex officio, Majelis memerintahkan kepada 

Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada 

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Pelawan, Kabupaten Sarolangun; 

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan poin 3 

mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang 

perkawinan dan merupakan perkara voluntair (ex parted), maka 

berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya 

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas masing-

masing petitum permohonan para Pemohon sebagaimana telah 

dikemukakan di atas, maka menjawab petitum permohonan poin 1, 

permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya; 
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Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. 

M E N E T A P K A N 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan 

Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 

2002, di Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun; 

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara 

ini sejumlah Rp286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah); 

  Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 

2018 M bertepatan dengan tanggal 06 Zulqoidah 1439 H, berdasarkan 

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun yang 

terdiri dari Korik Agustian, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis serta 

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H., dan Ermanita Alfiah, S.H.,  masing-masing 

sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu 

juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim 

anggota tersebut serta Arsyad, Lc., sebagai Panitera Pengganti dan 

dihadiri pula oleh Para Pemohon. 

 

HAKIM ANGGOTA I, KETUA MAJELIS, 

 

            ttd                ttd 

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. 

 

HAKIM ANGGOTA II,  

            ttd 

 

 

Ermanita Alfiah, S.H.  
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 PANITERA PENGGANTI, 

      ttd 

  

 

 

Arsyad, Lc. 

Perincian Biaya Perkara : 
1. Biaya Pendaftaran      : Rp   30.000,- 
2. Biaya Proses       : Rp   50.000,- 
3. Biaya Panggilan         : Rp 195.000 ,- 
4. Biaya Redaksi         : Rp     5.000,- 
5. Biaya Meterai : Rp     6.000,- 
 Jumlah : Rp    286.000,-  

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) 
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